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UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

 

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4  

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak 

eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 

Pembatasan Pelindungan Pasal 26  

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 

tidak berlaku terhadap: 

i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait 

untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk 

keperluan penyediaan informasi aktual;  

ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk 

kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;  

iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk 

keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah 

dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan  

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk 

hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser 

fonogram, atau lembaga penyiaran. 

 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i 

untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta 

atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 

pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, 

huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah). 
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Prakata 
 

 

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas pertolongan dan limpahan rahmat-Nya sehingga 

penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Pengelolaan 

Keuangan Sektor Publik. Buku ini disusun secara lengkap dengan 

tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini. 

Buku ini membahas tentang Konsep dasar Keuangan Sektor 

Publik, Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Publik, 

Pengeluaran Negara, Dasar Penerimaan Negara, Pengaruh Pajak 

terhadap Perekonomian, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, Utang Negara, Kebijakan Keuangan Negara. 

Kami menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca 

ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat 

mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini di masa yang akan 

datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku 

ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif 

bagi para pembaca.      

   

Penulis, 4 April 2024 
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Pendahuluan 
 

 

Pengelolaan keuangan sektor publik menjadi hal yang sangat vital 

bagi kelangsungan dan kemajuan suatu negara. Dalam konteks ini, 

sektor publik meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

serta berbagai lembaga dan badan yang berkaitan dengan urusan 

publik. Artikel ini akan mengulas tentang pentingnya pengelolaan 

keuangan sektor publik serta peran Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan 

kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan keuangan 

sektor publik memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas 

ekonomi, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat 

secara keseluruhan. APBN menjadi instrumen utama dalam 

pengelolaan keuangan sektor publik yang mencakup alokasi dana 

untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah. Transparansi, 

akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam 

pengelolaan APBN menjadi kunci untuk memastikan bahwa 

sumber daya publik dimanfaatkan secara efisien dan efektif. 

Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam 

menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap 

peraturan dalam pengelolaan APBN adalah Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). BPK bertugas untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, 

termasuk pengelolaan APBN. Dengan melakukan audit secara 

independen, BPK memastikan bahwa penggunaan dana publik 

telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang 

berlaku serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Melalui 

pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh, BPK juga membantu 



2 | Pengelolaan Keuangan Sektor Publik 

dalam mengidentifikasi potensi penyalahgunaan dan pemborosan 

dana publik, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada 

instansi yang diperiksa.  
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BAB 1 
Konsep Dasar Keuangan  

Sektor Publik 
 

 

 

 

A. Pengenalan Keuangan Sektor Publik 

Pendanaan/keuangan sektor publik biasanya diatur oleh 

kebijakan dan peraturan pemerintah, dan sering kali menjadi 

subjek pengawasan dan pengawasan publik. Istilah "keuangan 

sektor publik" mengacu pada manajemen keuangan dan operasi 

entitas dan organisasi pemerintah, termasuk penganggaran, 

pengumpulan pendapatan, dan pengeluaran untuk layanan publik 

dan infrastruktur (Wojewski, 2020). 

Keuangan sektor publik mencakup berbagai bagian dari 

pengelolaan dan operasional keuangan berbagai entitas dan 

lembaga pemerintah. Beberapa bidang utama dalam lingkup ini 

meliputi (Ball et al., 2002; Malyshko, 2021): 

1. Anggaran: Proses membuat dan mengelola anggaran 

pemerintah, yang mencakup menetapkan tujuan pendapatan 

dan pengeluaran, mengatur alokasi sumber daya, dan melacak 

kinerja keuangan. 

2. Pengumpulan Pendapatan: Proses pengumpulan pajak, 

retribusi, dan sumber pendapatan pemerintah lainnya. Ini 

mencakup administrasi pajak, kebijakan pajak, dan 

pemungutan penerimaan negara bukan pajak. 
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3. Pengelolaan Utang Publik: Proses penerbitan dan 

pengelolaan utang pemerintah, termasuk manajemen surat 

utang publik, pembayaran utang, dan analisis keberlanjutan 

utang. 

4. Kemitraan Publik-Swasta (KPS) dan Inisiatif Pembiayaan 

Swasta (PFI): Danai dan pengelolaan proyek sektor publik 

seperti infrastruktur dan layanan publik dengan 

menggunakan pendanaan dan keahlian sektor swasta. 

5. Regulasi dan Pengawasan Keuangan: Pembentukan dan 

pelaksanaan protokol, kebijakan, dan standar untuk 

memastikan bahwa keuangan sektor publik transparan, 

akuntabel, dan efektif. 

6. Pelaporan dan Akuntabilitas Keuangan Sektor Publik: 

Persiapan dan distribusi laporan keuangan serta sistem 

pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan 

pengelolaan dana publik yang efektif dan efisien. 

7. Kebijakan Fiskal: Penggunaan belanja pemerintah, 

perpajakan, dan langkah-langkah fiskal lainnya untuk 

mempengaruhi aktivitas ekonomi dan mencapai tujuan 

kebijakan seperti meningkatkan ekonomi, mengurangi 

kemiskinan, dan mengatasi masalah sosial. 

8. Inovasi Sektor Publik: Pengembangan dan penerapan solusi 

inovatif di sektor publik, termasuk pembiayaan penelitian 

dan pengembangan (R&D) dan dukungan terhadap inovasi 

sektor publik di berbagai sektor ekonomi. 

9. Kerjasama Internasional dan Bantuan Pembangunan: Peran 

keuangan sektor publik dalam membantu pembangunan dan 

bekerja sama dengan negara lain dalam hal keuangan dan 

ekonomi, seperti lembaga keuangan internasional dan tata 

kelola keuangan global. 

10. Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik: Upaya ber-

kelanjutan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan 

transparansi keuangan sektor publik, termasuk penerapan 

praktik terbaik, penggunaan teknologi baru, dan penguatan 

kerangka kelembagaan. 
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Bisnis keuangan sektor publik memiliki banyak aspek dan 

berbagai tujuan (Erude et al., 2023; Gabow, 2017; Wibowo, 2019): 

1. Mendorong Efektivitas Program Pembangunan: Audit sektor 

publik sangat penting untuk memastikan bahwa program 

pembangunan berjalan dengan baik dengan meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 

Namun, banyak program pembangunan yang tidak mencapai 

tujuannya, menunjukkan bahwa pendekatan audit sektor 

publik saat ini mungkin tidak cukup untuk meningkatkan 

efektivitas program pembangunan. 

2. Menambah Nilai dan Membantu Organisasi: Sebagai bagian 

dari keuangan sektor publik, audit internal diharapkan dapat 

meningkatkan nilai dan membantu organisasi mencapai tujuan 

strategisnya. Meskipun telah digunakan secara resmi di sektor 

publik Afrika Selatan, hal ini belum berhasil mencapai hasil 

yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja sektor publik 

dan meningkatkan kualitas layanan. 

3. Meningkatkan Efisiensi Operasional: Unit-unit di sektor 

keuangan publik menggunakan pengendalian manajemen, 

yang mencakup audit internal. Tujuannya adalah untuk 

memastikan bahwa tujuan dan tugas dilaksanakan secara sah, 

efisien, ekonomis, dan tepat waktu. Pada akhirnya, ini akan 

menghasilkan peningkatan efisiensi operasional perusahaan. 

4. Mendorong Pembangunan Sektor Informal: Pendanaan sektor 

publik dapat membantu sektor informal, yang dapat menjadi 

sumber penting dari kegiatan ekonomi dan lapangan kerja. 

Namun, hal ini mungkin memerlukan perubahan kebijakan dan 

dukungan pemerintah yang lebih besar untuk sektor ini. 

5. Meningkatkan Kinerja Organisasi: Kinerja organisasi di sektor 

publik dapat sangat dipengaruhi oleh praktik manajemen 

strategis, yang merupakan bagian dari keuangan sektor publik. 

Praktik-praktik ini termasuk manajemen mutu strategis, 

kepemimpinan strategis, perencanaan strategis, dan inovasi 

strategis. 
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Ringkasnya, tujuan keuangan sektor publik adalah untuk 

meningkatkan efisiensi program pembangunan, meningkatkan 

nilai dan bantuan perusahaan, mendorong pertumbuhan sektor 

informal, dan meningkatkan kinerja. 

Untuk menjamin pengelolaan keuangan sektor publik yang 

efektif dan efisien, prinsip-prinsip utama harus diterapkan 

(Gusarova, 2021): 

1. Transparansi: Untuk menjamin akuntabilitas dan kepercayaan 

dalam pengelolaan dana publik, transaksi keuangan harus 

transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. 

2. Akuntabilitas: Sistem pengelolaan keuangan harus dibuat 

sehingga pejabat publik dapat bertanggung jawab atas 

pengelolaan dana publik. 

3. Efisiensi: Manajemen keuangan sektor publik harus 

memastikan bahwa sumber daya dialokasikan untuk program 

dan layanan yang paling efisien dan efektif serta mengurangi 

pemborosan. 

4. Efektivitas: Perencanaan sistem pengelolaan keuangan harus 

memastikan bahwa dana publik digunakan untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan dan bahwa program dan layanan 

bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

5. Integritas: Sistem pengelolaan keuangan harus dibuat untuk 

menghindari dan menemukan penipuan, korupsi, dan 

kesalahan pengelolaan dana publik lainnya. 

6. Kepatuhan: Peraturan, peraturan, dan kebijakan yang relevan, 

termasuk yang berkaitan dengan pelaporan dan akuntabilitas 

keuangan, harus dipatuhi oleh manajemen keuangan sektor 

publik. 

7. Manajemen Risiko: Prinsip-prinsip manajemen risiko harus 

termasuk dalam manajemen keuangan sektor publik saat 

mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, dan membuat 

rencana untuk memitigasinya. 

8. Perbaikan Berkelanjutan: Manajemen keuangan sektor publik 

harus terus berkembang dengan menggabungkan praktik 

terbaik dan menyesuaikan diri dengan perubahan. 
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Untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara 

efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

mendorong pembangunan negara secara keseluruhan, prinsip-

prinsip ini sangat penting.  

 

B. Pendapatan dan Belanja Publik 

Pendapatan nasional secara garis besar dapat dikategorikan ke 

dalam kategori berikut (Martinez, 2019; Nicolaus Tideman & 

Plassmann, 2015): 

1. Pajak: Pajak adalah sumber pendapatan publik yang paling 

umum. Pajak terdiri dari berbagai jenis, seperti pajak 

penghasilan, pajak properti, pajak penjualan, dan pajak 

warisan, dan dikenakan pada individu dan perusahaan untuk 

membayar untuk layanan publik dan infrastruktur. 

2. Penanaman Bukan Pajak: Sumber-sumber seperti retribusi, 

denda, dan royalti dari penjualan sumber daya alam termasuk 

dalam penerimaan bukan pajak. Sumber-sumber ini lebih 

mudah dikelola dan lebih akuntabel daripada pajak karena 

sering kali terkait langsung dengan layanan atau kegiatan 

tertentu. 

3. Hibah dan Bantuan: Organisasi swasta dan pemerintah federal, 

negara bagian, dan lokal dapat memberikan hibah dan bantuan 

kepada badan publik untuk program atau proyek tertentu. 

4. Biaya Pengguna: Biaya yang dibayarkan oleh individu atau 

organisasi untuk mendapatkan akses ke layanan atau fasilitas 

publik disebut biaya pengguna. Biaya-biaya ini dapat 

membantu mengimbangi biaya penyediaan layanan dan 

mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efektif. 

5. Penjualan Aset Publik: Dengan menjual aset publik seperti 

bangunan dan tanah kepada entitas swasta, pemerintah dapat 

menghasilkan pendapatan, yang dapat mengurangi beban 

pajak pemerintah dan memberikan sumber pendapatan untuk 

proyek atau inisiatif tertentu. 

6. Pinjaman: Pemerintah juga dapat memperoleh pendapatan 

dengan meminjam dana dari lembaga keuangan atau sumber 

lain. Ini dapat membantu mendanai proyek atau inisiatif besar, 
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tetapi juga dapat meningkatkan utang pemerintah secara 

keseluruhan. 

 

Singkatnya, pengelolaan keuangan sektor publik ber-

gantung pada berbagai sumber pendapatan, seperti pajak, 

pendapatan bukan pajak, hibah dan bantuan, retribusi, penjualan 

aset publik, dan pinjaman. Sumber-sumber ini dapat digunakan 

untuk mendanai layanan publik, infrastruktur, dan inisiatif 

lainnya, dan dapat dikelola dengan cara yang meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.  

Salah satu elemen penting dalam manajemen keuangan 

sektor publik adalah proses pengagihan anggaran publik, yang 

mencakup langkah-langkah berikut (Akhorshaideh & Alshoubaki, 

2019): 

1. Persiapan Proposal Anggaran Nasional: Fase ini melibatkan 

lembaga eksekutif pemerintah membuat proposal anggaran 

yang menjelaskan pengeluaran untuk tahun fiskal mendatang. 

Proposal ini biasanya disusun berdasarkan prioritas kebijakan 

pemerintah dan diserahkan ke legislatif untuk ditinjau dan 

disetujui. 

2. Penggunaan Anggaran Nasional: Usulan anggaran dievaluasi 

oleh badan legislatif, yang memiliki otoritas untuk melakukan 

perubahan atau penyesuaian sesuai dengan prioritas dan 

kebutuhan masyarakat. Anggaran menjadi dasar pengeluaran 

tahun fiskal tersebut setelah diadopsi. 

3. Eksekusi Anggaran Nasional: Fase ini melibatkan pelaksanaan 

anggaran, yang menetapkan dana untuk berbagai program dan 

layanan. Cabang eksekutif bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa anggaran dilaksanakan dengan benar dan 

dana digunakan secara efisien. 

4. Evaluasi dan Audit: Tahap terakhir melibatkan evaluasi dan 

audit anggaran untuk memastikan bahwa anggaran digunakan 

dengan baik dan efektif. Ini mencakup memastikan bahwa 

dana digunakan sesuai dengan anggaran yang disetujui dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Proses alokasi anggaran publik harus transparan, 

akuntabel, dan efisien, dengan fokus pada memastikan bahwa 

dana publik digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan 

dan bahwa program serta layanan efektif dalam memenuhi 

kebutuhan publik. Hal ini memerlukan sistem checks and balances 

yang kuat, dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas 

yang tepat. 

 

C. Manajemen Utang Publik 

Utang publik dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, 

termasuk (Ekperiware et al., 2022; Tsvirko, 2023): 

1. Utang Dalam Negeri: Ini adalah utang yang dikeluarkan oleh 

pemerintah dalam mata uang negara, dan dapat dibagi lagi 

menjadi utang jangka pendek dan jangka panjang, tergantung 

pada jatuh tempo instrumen utang. 

2. Utang Luar Negeri: Ini adalah utang yang dikeluarkan oleh 

pemerintah dalam mata uang asing. Utang luar negeri dapat 

dibagi menjadi utang jangka pendek dan jangka panjang, dan 

juga dapat dibagi lagi menjadi utang yang dikeluarkan oleh 

sektor swasta dan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

3. Biaya Pembayaran Utang: Ini mengacu pada biaya yang terkait 

dengan pembayaran utang publik, termasuk pembayaran 

pokok dan pembayaran bunga. Biaya pembayaran utang dapat 

menjadi beban yang signifikan terhadap anggaran pemerintah, 

terutama dalam kasus utang pemerintah yang tinggi. 

4. Kewajiban Kontinjensi: Ini adalah kewajiban yang telah 

ditanggung pemerintah tetapi belum diakui secara hukum 

sebagai utang. Ini dapat mencakup jaminan, komitmen, dan 

kewajiban lain yang dapat menghasilkan utang atau tidak. 

5. Hutang di Luar Neraca: Ini adalah hutang pemerintah yang 

tidak tercatat di neraca tetapi tetap merupakan kewajiban 

keuangan. Ini dapat termasuk utang yang dijamin pemerintah, 

utang badan usaha milik negara, atau jenis utang lain yang 

tidak diakui secara formal sebagai utang publik. 

6. Utang Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS): KPS adalah utang 

yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam konteks kemitraan 
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publik-swasta. Bidang ini sangat kompleks dan terus 

berkembang karena melibatkan pelaku sektor publik dan 

swasta dan memiliki fitur dan risiko yang berbeda. 

 

Jenis klasifikasi utang publik berbeda-beda tergantung pada 

situasi dan kebutuhan pemerintah tertentu. Namun, untuk 

mengelola utang publik dengan baik, diperlukan pemahaman 

yang mendalam tentang berbagai jenis utang, serta risiko dan 

kesulitan yang terkait dengan masing-masing jenis utang. 

Salah satu komponen penting dalam manajemen keuangan 

sektor publik adalah manajemen risiko utang publik. Manajemen 

risiko yang efektif dapat membantu mencegah masalah yang 

mungkin terjadi dan memastikan bahwa utang publik dikelola 

secara berkelanjutan dan efisien. Beberapa masalah utama yang 

terkait dengan utang publik termasuk (Fisnik & Berisha, 2021):  

1. Risiko Kedaulatan (Sovereign Risk): Risiko ini mengacu pada 

kemungkinan bahwa suatu negara gagal memenuhi kewajiban 

utangnya karena ketidakstabilan keuangan atau politik. 

Kondisi perekonomian, stabilitas politik, dan kemampuan 

pemerintah untuk mengelola keuangannya adalah beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi risiko kedaulatan. 

2. Risiko Suku Bunga: Ini mengacu pada kemungkinan bahwa 

nilai utang pemerintah akan dipengaruhi oleh perubahan suku 

bunga. Jika suku bunga naik, nilai utang yang ada dengan suku 

bunga lebih rendah mungkin menurun, yang berarti biaya 

pembayaran utang akan meningkat. 

3. Risiko Mata Uang: Ini mengacu pada risiko bahwa nilai utang 

pemerintah akan dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata 

uang. Jika nilai mata uang menurun, biaya pembayaran utang 

dalam mata uang tersebut dapat meningkat. 

4. Risiko Likuiditas: Risiko ini mengacu pada kemungkinan 

bahwa pemerintah tidak dapat mengumpulkan dana di pasar 

saat diperlukan. Kondisi pasar, kredibilitas kredit pemerintah, 

dan ketersediaan sumber pendanaan alternatif dapat 

memengaruhi risiko likuiditas. 
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5. Risiko Operasional: Ini mencakup penipuan, kesalahan, dan 

jenis salah urus lainnya. Ini dapat terjadi karena peristiwa 

eksternal atau karena proses internal, orang, atau sistem yang 

tidak memadai atau gagal. 

 

Manajemen risiko utang pemerintah yang efektif 

memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ancaman dan 

risiko serta rencana yang tepat untuk memitigasinya. Untuk 

mengurangi risiko operasional, hal ini dapat mencakup 

diversifikasi sumber utang, menjaga cadangan yang memadai, dan 

menerapkan pengendalian internal yang kuat. Selain itu, 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

utang publik dapat membangun kepercayaan dan keyakinan 

terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola keuangannya 

dengan baik. 

 

D. Akuntansi Sektor Publik 

Untuk memastikan keakuratan, transparansi, dan akuntabilitas 

pelaporan keuangan sektor publik, prinsip dasar akuntansi sektor 

publik adalah sebagai berikut (Bîrlă et al., 2023; Maksimović et al., 

2020; Rahmani et al., 2023): 

1. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan: Akuntansi sektor 

publik harus mematuhi undang-undang, peraturan, dan 

standar akuntansi yang relevan. 

2. Transparansi: Laporan keuangan harus terbuka dan 

memberikan informasi keuangan yang jelas dan akurat kepada 

masyarakat umum. 

3. Akuntabilitas: Akuntansi sektor publik harus memastikan 

bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab dan 

dapat dipertanggungjawabkan, dengan laporan yang jelas 

tentang bagaimana dana tersebut dialokasikan dan digunakan. 

4. Integritas: Pelaporan keuangan yang akurat dan dapat 

diandalkan serta standar integritas tertinggi harus diterapkan 

dalam akuntansi sektor publik. 

5. Manajemen Risiko: Prinsip-prinsip manajemen risiko harus 

diterapkan dalam akuntansi sektor publik untuk meng-
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identifikasi risiko yang mungkin terjadi, dan merencanakan 

cara untuk menguranginya. 

6. Perbaikan Berkelanjutan: Akuntansi sektor publik harus terus 

berkembang dengan menggabungkan praktik terbaik dan 

menyesuaikan diri dengan perubahan. 

 

Akuntansi sektor publik yang baik memerlukan 

pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini serta 

pengembangan sistem dan prosedur yang tepat untuk 

memastikan penerapannya. Hal ini dapat mencakup penggunaan 

konsep manajemen modern, seperti sistem manajemen 

terintegrasi, untuk mendorong pengelolaan dan pengendalian 

keuangan yang efektif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas 

akuntansi sektor publik dapat membangun kepercayaan terhadap 

kemampuan pemerintah untuk mengatur keuangan dengan baik. 

 

E. Evaluasi Kinerja dan Penganggaran Kinerja 

Penganggaran dan evaluasi kinerja adalah bagian penting dari 

pengelolaan keuangan sektor publik karena mereka memastikan 

bahwa dana publik digunakan secara efektif untuk mencapai hasil 

yang diharapkan. 

Evaluasi kinerja mencakup penilaian kinerja entitas publik 

dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Evaluasi ini biasanya 

didasarkan pada indikator kinerja utama (KPI), yang mengukur 

seberapa efisien dan efektif program dan layanan publik. Selain 

itu, evaluasi ini memberikan wawasan berharga tentang cara 

sumber daya publik dapat digunakan dengan lebih baik di masa 

depan. 

Sebaliknya, penganggaran kinerja adalah metode 

penganggaran yang menghubungkan alokasi anggaran dengan 

hasil kinerja. Ini dimaksudkan untuk mendorong entitas publik 

untuk memprioritaskan pencapaian hasil tertentu dan 

mengalokasikan sumber daya yang sesuai. Ini dapat membantu 

memastikan bahwa dana publik digunakan dengan cara yang 

lebih efisien dan efektif. 
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Untuk melakukan evaluasi dan penganggaran kinerja yang 

berhasil, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang aturan 

akuntansi sektor publik, serta kemampuan untuk mengumpulkan, 

memeriksa, dan melaporkan informasi kinerja secara terbuka dan 

akuntabel. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaporan keuangan sektor publik dapat membangun 

kepercayaan dan keyakinan bahwa pemerintah dapat mengelola 

keuangannya dengan baik. 
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BAB 2 
Prinsip-Prinsip Pengelolaan 

 Keuangan Publik 
 

 

 

 

A. Prinsip Transparansi 

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan publik 

merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi modern. 

Transparansi mengacu pada keterbukaan dan keterbacaan 

informasi keuangan publik, yang memungkinkan warga negara 

untuk memahami dan mengawasi bagaimana pemerintah 

menggunakan dana yang diperoleh dari pajak dan sumber-

sumber pendapatan lainnya. Dengan adanya transparansi yang 

baik, setiap individu memiliki akses yang sama terhadap 

informasi keuangan publik, sehingga memungkinkan mereka 

untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan 

yang berhubungan dengan penggunaan dana publik tersebut. 

Transparansi mencakup beberapa aspek. Pertama, 

informasi keuangan haruslah tersedia secara luas dan mudah 

diakses oleh masyarakat. Ini berarti bahwa laporan keuangan 

pemerintah, anggaran belanja, rencana pembangunan, dan 

informasi keuangan lainnya harus dipublikasikan secara teratur 

dan diperbaharui secara berkala. Selain itu, informasi tersebut 

haruslah disajikan secara jelas dan mudah dimengerti, sehingga 

memungkinkan warga negara dari berbagai latar belakang untuk 

memahaminya tanpa kesulitan (Hepworth, 2023). 
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Kedua, transparansi juga mencakup pengungkapan 

informasi yang lengkap dan akurat. Pemerintah harus 

memberikan gambaran yang jujur dan menyeluruh tentang 

pengelolaan keuangan publiknya, termasuk pengungkapan atas 

pendapatan yang diperoleh, belanja yang dilakukan, utang yang 

dimiliki, dan kinerja keuangan secara umum. Pengungkapan yang 

lengkap dan akurat memungkinkan masyarakat untuk memahami 

secara menyeluruh kondisi keuangan negara serta membuat 

evaluasi yang tepat terhadap kebijakan dan program yang telah 

dilaksanakan. Selain itu, transparansi juga melibatkan 

keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan 

pengawalan terhadap pengelolaan keuangan publik. Pemerintah 

harus mendorong partisipasi publik dalam pembuatan keputusan 

keuangan, baik melalui mekanisme konsultasi publik, pertemuan 

terbuka, atau lembaga-lembaga pengawas independen. Dengan 

melibatkan masyarakat secara aktif, transparansi bukan hanya 

menjadi alat untuk memonitor penggunaan dana publik, tetapi 

juga menjadi sarana untuk memperkuat akuntabilitas dan 

legitimasi pemerintah. 

 

B. Prinsip Akuntabilitas 

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik adalah 

aspek kunci dalam memastikan bahwa pemerintah bertanggung 

jawab atas pengelolaan dana publik yang dipercayakan 

kepadanya. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan 

keuangannya kepada warga negara, lembaga-lembaga pengawas, 

dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip ini mendasarkan diri 

pada prinsip bahwa pemerintah beroperasi atas nama 

masyarakat, dan oleh karena itu, harus memastikan bahwa 

keputusan keuangan yang diambil berada dalam kepentingan 

masyarakat secara keseluruhan. Aspek pertama dari prinsip 

akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyajikan informasi 

keuangan yang jelas, terbuka, dan terperinci. Hal ini mencakup 

penyusunan laporan keuangan yang akurat dan terperinci, 

termasuk pengungkapan pendapatan, belanja, dan posisi 
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keuangan secara menyeluruh. Laporan keuangan ini harus 

disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan harus 

dapat dipahami oleh semua pihak yang tertarik, termasuk 

masyarakat umum dan auditor independen. 

Prinsip akuntabilitas menuntut adanya mekanisme yang 

efektif untuk memastikan bahwa pemerintah mematuhi standar 

keuangan yang berlaku dan menjalankan fungsi pengawasan 

dengan baik. Ini bisa mencakup audit internal yang ketat oleh 

unit-unit pengawasan internal pemerintah serta audit eksternal 

oleh badan audit independen atau lembaga audit pemerintah 

yang bertugas untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan 

dan regulasi keuangan. Selain itu, akuntabilitas juga meng-

haruskan pemerintah untuk menetapkan tujuan dan sasaran 

keuangan yang jelas, serta mengukur dan melaporkan kinerja 

keuangan mereka secara teratur. Dengan melakukan hal ini, 

pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan dana publik 

sejalan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat, dan bahwa 

hasil yang diharapkan dicapai dengan efektif. 

Prinsip akuntabilitas juga mencakup kewajiban untuk 

menerima tanggung jawab atas kegagalan atau ketidakberhasilan 

dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini berarti bahwa 

pemerintah harus siap untuk menghadapi konsekuensi dari 

keputusan keuangan yang buruk atau tindakan yang tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip keuangan yang baik. Dengan demikian, 

prinsip akuntabilitas bukan hanya tentang memberikan laporan 

dan informasi, tetapi juga tentang mengambil tindakan yang tepat 

untuk memperbaiki masalah dan memastikan perbaikan ke 

depannya. 

Secara keseluruhan, prinsip akuntabilitas merupakan 

pondasi utama dalam pengelolaan keuangan publik yang 

bertanggung jawab dan efektif. Dengan memastikan bahwa 

pemerintah menyajikan informasi keuangan yang akurat, 

menjalankan fungsi pengawasan yang efektif, menetapkan tujuan 

yang jelas, dan menerima tanggung jawab atas tindakan mereka, 

prinsip ini membantu membangun kepercayaan masyarakat 
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dalam pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan 

keuangan publik secara keseluruhan (Calabrò, 2011). 

 

C. Prinsip Efisiensi 

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan aspek 

penting yang menekankan penggunaan sumber daya secara 

optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Prinsip ini 

memastikan bahwa setiap dolar yang dihabiskan oleh pemerintah 

memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi masya-

rakat. Efisiensi mengharuskan pemerintah untuk melakukan 

alokasi dana yang cermat, mengidentifikasi prioritas yang jelas, 

dan menghindari pemborosan serta praktik pengeluaran yang 

tidak efektif (Howard, 2001). 

Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, efisiensi 

dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Pertama, pemerintah 

harus memprioritaskan penggunaan dana publik untuk program 

dan kegiatan yang memberikan manfaat terbesar bagi 

masyarakat. Hal ini melibatkan analisis yang cermat tentang 

dampak dan efektivitas setiap program atau proyek yang didanai 

oleh anggaran publik. Selanjutnya, efisiensi juga melibatkan upaya 

untuk mengurangi biaya administratif dan operasional yang tidak 

perlu. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap 

struktur birokrasi dan proses kerja untuk mengidentifikasi area 

di mana penghematan dapat dicapai tanpa mengorbankan 

kualitas layanan yang disediakan kepada masyarakat. 

Selain itu, efisiensi juga berhubungan dengan penggunaan 

teknologi dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan 

kualitas layanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi dapat membantu pemerintah untuk mengotomatisasi 

proses-proses yang repetitif dan mempercepat pengambilan 

keputusan, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang 

diperlukan untuk menjalankan program-program publik. Tidak 

hanya itu, prinsip efisiensi juga membutuhkan manajemen yang 

baik terhadap aset-aset pemerintah, termasuk pengelolaan 

inventaris dan fasilitas dengan optimal serta memastikan bahwa 
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aset-aset tersebut digunakan secara efektif untuk mendukung 

pencapaian tujuan-tujuan pemerintah. 

 

D. Prinsip Efektivitas 

Efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan 

prinsip yang menekankan pada pencapaian hasil yang diinginkan 

dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. 

Prinsip ini mengacu pada kemampuan pemerintah untuk 

mencapai tujuan-tujuan kebijakan dan program dengan efektif, 

baik dalam hal penyediaan layanan publik maupun pencapaian 

hasil yang diharapkan bagi masyarakat. Untuk mencapai 

efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik, pemerintah 

haruslah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk setiap 

program atau kegiatan yang didanai oleh dana publik. Tujuan ini 

harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan 

berbatasan waktu (SMART), sehingga memungkinkan untuk 

evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian hasil (Beschel et al., 

2012). 

Selanjutnya, pemerintah juga harus mengalokasikan 

sumber daya secara proporsional dan strategis untuk mendukung 

pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Ini melibatkan penentuan 

prioritas-prioritas yang tepat dalam penggunaan anggaran publik, 

serta alokasi dana yang cermat untuk program-program yang 

memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan 

kebutuhan masyarakat. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan 

publik juga menuntut pemantauan dan evaluasi yang 

berkelanjutan terhadap kinerja keuangan dan operasional dari 

setiap program atau kegiatan yang didanai oleh dana publik. 

Pemerintah harus mengembangkan sistem pemantauan dan 

evaluasi yang kuat untuk mengukur pencapaian hasil, 

mengidentifikasi masalah yang muncul, dan membuat perbaikan 

yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. 

Selain itu, prinsip efektivitas juga melibatkan penggunaan 

data dan bukti empiris untuk mendukung pengambilan keputusan 

yang berbasis bukti. Pemerintah harus mengumpulkan, meng-

analisis, dan menggunakan data secara aktif untuk memahami 
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tantangan dan peluang yang dihadapi, serta mengidentifikasi 

strategi terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. 

Dengan menerapkan prinsip efektivitas dalam pengelolaan 

keuangan publik, pemerintah dapat memastikan bahwa dana 

publik digunakan untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi 

masyarakat. Upaya untuk meningkatkan efektivitas tidak hanya 

membantu meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga 

memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara 

bertanggung jawab dan efisien. Dengan demikian, prinsip 

efektivitas merupakan komponen kunci dalam pembangunan 

sistem keuangan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. 

 

E. Prinsip Keterjangkauan (Affordability) 

Keterjangkauan (affordability) dalam pengelolaan keuangan 

publik mengacu pada kemampuan pemerintah untuk menjaga 

keseimbangan antara pendapatan yang tersedia dan belanja yang 

direncanakan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

tanpa menimbulkan beban keuangan yang berlebihan. Prinsip ini 

menuntut agar keputusan pengeluaran dan pemungutan pajak 

dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi 

masyarakat serta memastikan bahwa layanan publik yang 

esensial tetap tersedia dan terjangkau bagi semua lapisan 

masyarakat (Cnossen & Sinn, 2003). 

Dalam konteks keterjangkauan, pemerintah perlu mem-

perhatikan beberapa hal. Pertama, pentingnya memastikan 

bahwa kebijakan fiskal dan anggaran publik tidak menghasilkan 

beban pajak yang tidak terjangkau bagi warga negara. Hal ini 

dapat dicapai dengan menetapkan tarif pajak yang adil dan 

progresif, serta memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi 

dari kebijakan pajak yang diusulkan. Selanjutnya, keterjangkauan 

juga mencakup pengelolaan belanja publik dengan bijaksana. 

Pemerintah harus memprioritaskan alokasi dana untuk program-

program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, 

terutama bagi mereka yang rentan atau berpendapatan rendah. 

Ini bisa mencakup layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, 
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dan jaringan pengaman sosial lainnya yang penting untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial. 

Pemerintah juga harus memastikan bahwa pengelolaan 

utang publik dilakukan secara bertanggung jawab dan 

berkelanjutan. Utang publik yang terlalu tinggi dapat 

mengakibatkan pembayaran bunga yang besar dan membebani 

anggaran negara di masa mendatang, sehingga mengancam 

keterjangkauan layanan publik. Pemerintah perlu memperhatikan 

batas-batas keterjangkauan dalam mengambil keputusan terkait 

peminjaman dan pengelolaan utang. Dengan menjaga keter-

jangkauan sebagai prinsip dalam pengelolaan keuangan publik, 

pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program 

yang diimplementasikan akan memberikan manfaat yang 

maksimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan tekanan keuangan 

yang tidak perlu. Upaya untuk memastikan keterjangkauan tidak 

hanya penting untuk menjaga keseimbangan fiskal, tetapi juga 

untuk mempromosikan keadilan sosial dan kemakmuran yang 

berkelanjutan bagi semua warga negara. 

 

F. Prinsip Kepatuhan Hukum 

Kepatuhan hukum merupakan prinsip penting dalam pengelolaan 

keuangan publik yang menekankan pentingnya pemerintah untuk 

beroperasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Prinsip 

ini menegaskan bahwa semua keputusan keuangan dan tindakan 

yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan, 

undang-undang, dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku 

dalam suatu negara. Kepatuhan hukum dalam pengelolaan 

keuangan publik mencakup beberapa aspek. Pertama, pemerintah 

harus mematuhi semua aturan dan regulasi yang terkait dengan 

proses penganggaran, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Hal 

ini termasuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam 

pembuatan anggaran, mematuhi batasan-batasan yang 

diberlakukan terhadap pengeluaran, dan menyajikan laporan 

keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 

Selanjutnya, kepatuhan hukum juga mengharuskan 

pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan dan 
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pengendalian internal dengan baik. Ini termasuk menerapkan 

kontrol internal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan 

dana publik, mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan 

pengelolaan keuangan, dan mengambil tindakan korektif yang 

tepat jika terjadi pelanggaran terhadap hukum atau ketentuan 

lainnya. Selain itu, prinsip kepatuhan hukum juga melibatkan 

keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 

publik. Pemerintah harus siap untuk memberikan penjelasan dan 

pertanggungjawaban atas setiap keputusan keuangan yang 

diambil, serta bersedia untuk menjalani proses audit dan 

pemeriksaan yang independen guna memastikan bahwa semua 

tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. 

Dengan mematuhi prinsip kepatuhan hukum dalam 

pengelolaan keuangan publik, pemerintah dapat memastikan 

bahwa kebijakan dan keputusan keuangan yang diambil akan 

memiliki dasar yang kuat dalam hukum dan tidak akan melanggar 

hak-hak atau kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Ini tidak 

hanya penting untuk menjaga integritas dan legitimasi 

pemerintah, tetapi juga untuk membangun kepercayaan 

masyarakat dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik 

dilakukan secara transparan, adil, dan efektif sesuai dengan 

prinsip-prinsip demokrasi dan good governance (Hayek, 1978). 

 

G. Prinsip Ketidakberpihakan (Impartiality) 

Ketidakberpihakan (impartiality) dalam pengelolaan keuangan 

publik adalah prinsip yang menegaskan pentingnya pemerintah 

untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa memihak 

atau memberikan perlakuan yang tidak adil kepada pihak-pihak 

tertentu. Prinsip ini menekankan bahwa keputusan-keputusan 

keuangan harus diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif, 

tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik, pribadi, atau 

kelompok tertentu. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, 

ketidakberpihakan berarti bahwa alokasi sumber daya keuangan 

harus didasarkan pada kriteria-kriteria yang adil dan objektif, 

tanpa memihak kepada pihak atau sektor tertentu. Hal ini 
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memastikan bahwa dana publik dialokasikan dengan cara yang 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat 

secara keseluruhan, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau 

golongan sosial tertentu (Stillman & Stillman, 2005). 

Selain itu, prinsip ketidakberpihakan juga mencakup aspek-

aspek seperti perlakuan yang sama terhadap semua pihak yang 

terlibat dalam proses pengelolaan keuangan publik, serta 

penghindaran konflik kepentingan dan penyalahgunaan 

kekuasaan. Pemerintah harus bertindak secara netral dan adil 

dalam menjalankan fungsi-fungsi administratifnya, serta 

memastikan bahwa semua keputusan keuangan diambil 

berdasarkan pertimbangan yang berdasarkan fakta dan data yang 

valid. Lebih lanjut, prinsip ketidakberpihakan juga menekankan 

pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam 

pengelolaan keuangan publik. Pemerintah harus memastikan 

bahwa pegawai-pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan 

keuangan memiliki standar etika yang tinggi dan terhindar dari 

praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. 

Dengan menjaga keterjangkauan sebagai prinsip dalam 

pengelolaan keuangan publik, pemerintah dapat memastikan 

bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan akan 

memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat tanpa 

menimbulkan tekanan keuangan yang tidak perlu. Upaya untuk 

memastikan keterjangkauan tidak hanya penting untuk menjaga 

keseimbangan fiskal, tetapi juga untuk mempromosikan keadilan 

sosial dan kemakmuran yang berkelanjutan bagi semua warga 

negara. 

 

H. Keberlanjutan (Sustainability) 

Keberlanjutan (sustainability) dalam konteks pengelolaan 

keuangan publik mengacu pada upaya pemerintah untuk 

memastikan bahwa keputusan keuangan yang diambil saat ini 

tidak mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Prinsip keberlanjutan 

menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara 

pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan perlindungan 
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lingkungan, sehingga memastikan bahwa sumber daya yang ada 

dapat digunakan secara efektif dan efisien tanpa mengorbankan 

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri. 

Dalam pengelolaan keuangan publik, prinsip keberlanjutan 

memengaruhi keputusan penganggaran, alokasi sumber daya, dan 

implementasi kebijakan ekonomi dan lingkungan. Pemerintah 

diharapkan untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang 

dari setiap keputusan keuangan yang diambil, termasuk potensi 

dampaknya terhadap lingkungan, keberlanjutan fiskal, dan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini 

memerlukan keterlibatan yang cermat dalam perencanaan jangka 

panjang, pemantauan terhadap dampak kebijakan, dan kesiapan 

untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai 

tujuan keberlanjutan. 

Prinsip keberlanjutan juga mencakup pengelolaan utang 

publik dan pengeluaran pemerintah dengan bijaksana, sehingga 

memastikan bahwa beban keuangan yang dibebankan pada 

generasi mendatang tetap dapat dikelola dengan baik tanpa 

mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial 

saat ini. Selain itu, keberlanjutan juga mencakup upaya untuk 

mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi 

energi, sehingga menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi 

dalam jangka panjang (Deslatte, 2022). 

Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam 

pengelolaan keuangan publik, pemerintah dapat memastikan 

bahwa keputusan keuangan yang diambil saat ini tidak hanya 

menguntungkan generasi saat ini, tetapi juga memperhitungkan 

kebutuhan dan hak generasi mendatang. Upaya untuk mencapai 

keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya 

penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan 

lingkungan, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih 

adil, berkelanjutan, dan makmur bagi semua pihak yang terlibat. 
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BAB 7 
Utang Negara 

 

 

 

 

A. Definisi Utang Negara 

Utang negara adalah jumlah uang yang dipinjam oleh suatu 

pemerintahan dari individu, lembaga keuangan, atau pemerintah 

lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan 

mendanai kegiatan atau proyek-proyek yang diperlukan untuk 

pembangunan atau operasional pemerintah. Utang negara dapat 

digunakan untuk mendanai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, 

pertahanan, atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya dari suatu 

negara. 

Pemerintah biasanya meminjam uang melalui penerbitan 

obligasi atau pinjaman dari lembaga keuangan internasional atau 

pemerintah asing. Utang negara biasanya memiliki jangka waktu 

tertentu untuk pengembaliannya serta tingkat bunga yang harus 

dibayar oleh pemerintah sebagai imbalan atas pinjaman tersebut  

(Hosein, 2016). Dalam beberapa kasus, utang negara dapat 

menjadi instrumen yang berguna untuk mendukung pertum-

buhan ekonomi dan pembangunan suatu negara jika dikelola 

dengan baik. Namun, terlalu banyak utang negara atau 

pengelolaan yang buruk dapat mengakibatkan beban keuangan 

yang berat bagi pemerintah dan dapat merugikan perekonomian 

suatu negara. 
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B. Macam-Macam Utang Negara 

Berdasarkan karakteristiknya, utang negara dapat dibagi menjadi 

beberapa macam, termasuk: 

1. Reproductive Debt (Utang Produktif)  

Reproductive debt, atau utang produktif, merupakan jenis 

utang negara yang memiliki beberapa ciri khas yang 

membedakannya dari jenis utang lainnya. Salah satu ciri utama 

dari reproductive debt adalah bahwa utang ini dijamin 

sepenuhnya oleh kekayaan negara. Artinya, pemerintah 

menjamin pembayaran utang ini dengan seluruh aset atau 

kekayaan yang dimiliki oleh negara tersebut. Dalam hal ini, jika 

terjadi kegagalan pembayaran, kreditur dapat mengklaim aset 

yang dijamin sebagai jaminan untuk memperoleh pembayaran 

kembali. 

Besarnya jumlah reproductive debt biasanya sebanding 

dengan nilai proyek atau investasi yang didanai oleh pinjaman 

tersebut. Ini berarti bahwa setiap dana yang dipinjam 

digunakan secara efisien untuk mendanai proyek-proyek 

pembangunan yang dianggap memiliki potensi untuk 

menghasilkan pendapatan di masa depan (Halim et al., 2020). 

Contohnya termasuk pembangunan infrastruktur vital seperti 

jalan raya, jembatan, pelabuhan, atau proyek-proyek ekonomi 

lainnya yang diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi 

negara dan meningkatkan daya saingnya di pasar global. 

Tujuan utama dari reproductive debt adalah untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan memberikan infrastruktur 

dan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan ekonomi. 

Investasi dalam proyek-proyek ini diharapkan dapat 

menghasilkan pendapatan di masa depan, yang kemudian 

dapat digunakan untuk membayar kembali utang serta 

memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi 

negara. Oleh karena itu, pengelolaan reproductive debt harus 

dilakukan dengan cermat dan hati-hati untuk memastikan 

bahwa pinjaman tersebut benar-benar menghasilkan nilai 
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tambah bagi perekonomian negara dan tidak membebani 

generasi mendatang dengan utang yang tidak produktif. 

 

2. Dead Weight Debt (Utang Tanpa Jaminan Kekayaan) 

Dead weight debt, atau utang tanpa jaminan kekayaan 

negara, adalah jenis utang negara yang tidak didukung oleh 

jaminan berupa aset atau kekayaan negara. Ini berarti bahwa 

jika terjadi kegagalan pembayaran, kreditur tidak memiliki 

aset yang bisa digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh 

pembayaran kembali. Utang ini sering kali merupakan hasil 

dari pengeluaran rutin pemerintah atau untuk menutup defisit 

anggaran, tanpa adanya pengembalian yang diharapkan di 

masa depan. 

Besarnya dead weight debt tidak sebanding dengan nilai 

proyek atau investasi yang didanai oleh pinjaman tersebut. Hal 

ini berarti bahwa dana yang dipinjam mungkin tidak 

digunakan secara efisien untuk mendanai proyek-proyek yang 

memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan di masa 

depan (Nasution, 2015). Sebagai contoh, utang ini mungkin 

digunakan untuk menutupi pengeluaran operasional 

pemerintah seperti gaji pegawai, pembayaran bunga utang 

yang sudah ada sebelumnya, atau subsidi yang tidak produktif 

secara ekonomi. 

Dead weight debt sering kali dianggap sebagai beban 

bagi perekonomian negara karena tidak memberikan 

pengembalian yang diharapkan di masa depan. Sebaliknya, hal 

ini dapat mengakibatkan pemerintah terjebak dalam lingkaran 

utang yang semakin membesar, yang kemudian membutuhkan 

lebih banyak pembayaran bunga dan dapat mengganggu 

stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, 

penting bagi pemerintah untuk memperhatikan pengeluaran 

anggaran dan memastikan bahwa penggunaan utang negara 

sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan. 
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Berdasarkan aspek pemerolehan dan kepentingannya, 

utang negara juga dapat dibedakan menjadi: 

1. Pinjaman Sukarela dan Pinjaman Paksa  

Pinjaman sukarela adalah jenis utang negara yang 

diperoleh melalui pasar keuangan dengan cara menerbitkan 

obligasi atau dengan mengajukan pinjaman kepada lembaga 

keuangan atau pemerintah lainnya. Proses penerbitan obligasi 

melibatkan penawaran kepada investor untuk membeli surat 

hutang negara dengan jangka waktu tertentu dan tingkat 

bunga yang telah ditetapkan. Pada saat obligasi jatuh tempo, 

pemerintah membayar kembali pokok utang beserta bunga 

kepada para pemegang obligasi. Pinjaman ini diperoleh dengan 

persetujuan penuh dari pemerintah, yang berarti bahwa 

pemerintah secara sadar mengambil kewajiban untuk 

membayar kembali utang tersebut sesuai dengan ketentuan 

yang telah disepakati. 

Pinjaman paksa adalah jenis utang negara yang 

diperoleh melalui tekanan atau paksaan dari kreditur. 

Biasanya, pinjaman paksa terjadi dalam situasi darurat atau 

saat akses ke pasar keuangan terbatas. Dalam kondisi seperti 

ini, pemerintah sering kali terdesak untuk mendapatkan dana 

tambahan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau 

menutup defisit anggaran. Pinjaman ini dapat diperoleh dari 

lembaga keuangan internasional, negara lain, atau bahkan dari 

pihak swasta dengan syarat-syarat yang mungkin kurang 

menguntungkan bagi pemerintah peminjam. Dalam beberapa 

kasus, pinjaman paksa dapat menyebabkan pemerintah 

terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk dibayar 

kembali, sehingga memperburuk kondisi keuangan negara 

tersebut. 

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan pinjaman 

sukarela atau paksa haruslah disertai dengan perencanaan dan 

manajemen keuangan yang baik oleh pemerintah (Puspa & 

Ghoni, 2013). Pinjaman ini harus digunakan untuk mendukung 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak 

membahayakan stabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, 
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pengelolaan utang negara yang bijaksana sangatlah penting 

untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkan digunakan 

secara efektif untuk kepentingan jangka panjang negara dan 

masyarakatnya. 

 

2. Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri 

Pinjaman dalam negeri adalah jenis utang negara yang 

diperoleh dari penduduk atau lembaga keuangan domestik di 

dalam negeri. Pemerintah memperoleh pinjaman ini dengan 

mengeluarkan surat utang atau obligasi kepada masyarakat 

atau lembaga keuangan dalam negeri. Proses penerbitan surat 

utang ini sering kali dilakukan melalui lelang atau penawaran 

umum, di mana masyarakat atau lembaga keuangan dapat 

membeli surat utang tersebut dengan harapan mendapatkan 

imbal hasil dalam bentuk bunga atau dividen. Pinjaman dalam 

negeri dapat menjadi sumber pendanaan penting bagi 

pemerintah untuk mendukung kebijakan fiskal dan 

pembangunan dalam negeri. Keuntungan dari pinjaman dalam 

negeri termasuk keberlanjutan yang lebih tinggi karena 

pembayaran bunga biasanya dalam mata uang lokal dan tidak 

terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar. 

Sementara itu, pinjaman luar negeri adalah jenis utang 

negara yang diperoleh dari lembaga keuangan internasional 

atau negara lain di luar negeri. Pinjaman ini dapat berupa 

pinjaman bilateral, yang diperoleh dari satu negara kepada 

negara lain, atau multilateral, yang diperoleh dari lembaga 

keuangan internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter 

Internasional (IMF), atau lembaga keuangan regional. 

Pinjaman luar negeri sering kali digunakan untuk mendukung 

pembangunan infrastruktur, proyek-proyek strategis, atau 

untuk menutupi defisit anggaran yang tidak dapat dipenuhi 

melalui sumber pendanaan dalam negeri. Salah satu 

keuntungan pinjaman luar negeri adalah bahwa mereka dapat 

menyediakan akses ke sumber dana yang lebih besar daripada 

yang tersedia di dalam negeri. Namun, pinjaman luar negeri 
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juga membawa risiko, seperti risiko valuta asing dan 

ketergantungan terhadap kondisi pasar internasional. 

Suku bunga yang dikenakan pada pinjaman negara dapat 

bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk 

kebijakan moneter, kondisi ekonomi global, risiko kredit, dan 

hubungan bilateral antara peminjam dan kreditur (Puspita & 

Yuliari, 2019). Suku bunga tersebut dapat berupa tetap atau 

mengambang (berubah sesuai dengan perubahan pasar). Suku 

bunga yang lebih rendah cenderung mengurangi beban 

pembayaran bunga, sementara suku bunga yang lebih tinggi 

dapat menambah beban utang negara. Oleh karena itu, 

manajemen suku bunga sangat penting dalam pengelolaan 

utang negara. 

 

C. Sumber Pinjaman Negara  

Sumber pinjaman negara bervariasi dan dapat berasal dari 

berbagai pihak, termasuk individu, lembaga keuangan non-bank, 

bank-bank umum, dan bank sentral. Berikut penjelasan singkat 

tentang masing-masing sumber pinjaman tersebut: 

1. Para Individu sebagai Kreditur 

Individu-individu dapat menjadi kreditur bagi negara 

dengan membeli obligasi pemerintah atau surat utang lainnya 

yang diterbitkan oleh pemerintah. Para individu ini 

memberikan dana kepada pemerintah dalam bentuk pinjaman 

dengan harapan mendapatkan imbal hasil berupa bunga dari 

investasi mereka. 

 

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagai Kreditur 

Selain bank-bank, lembaga keuangan non-bank seperti 

perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan investasi 

juga dapat menjadi kreditur bagi negara. Mereka dapat 

mengalokasikan sebagian dari portofolio investasi mereka ke 

dalam obligasi pemerintah atau instrumen keuangan lain yang 

diterbitkan oleh pemerintah. 
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3. Bank-Bank Umum sebagai Kreditur 

Bank-bank umum, baik domestik maupun internasional, 

juga merupakan sumber pinjaman penting bagi negara. 

Pemerintah dapat memperoleh pinjaman dari bank-bank 

umum dalam bentuk kredit yang diberikan berdasarkan 

kesepakatan antara pemerintah dan bank. Pinjaman ini dapat 

digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan 

atau untuk menutupi defisit anggaran. 

 

4. Bank Sentral sebagai Kreditur 

Bank sentral memiliki peran penting dalam menye-

diakan pinjaman kepada pemerintah. Bank sentral dapat 

memberikan pinjaman kepada pemerintah dalam bentuk 

kredit atau pembelian surat utang pemerintah di pasar 

sekunder. Pinjaman dari bank sentral sering kali menjadi 

sumber pendanaan darurat bagi pemerintah dalam situasi 

keuangan yang sulit. 

 

Setiap sumber pinjaman memiliki karakteristik dan 

implikasi yang berbeda bagi keuangan negara. Pemerintah perlu 

mempertimbangkan dengan cermat struktur pembiayaan yang 

paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan negara 

serta memastikan bahwa penggunaan pinjaman tersebut sejalan 

dengan kebijakan fiskal yang berkelanjutan. 

 

D. Masalah Utang Negara 

Masalah utang negara, terutama utang luar negeri, memang 

menjadi perhatian dalam konteks kebijakan ekonomi global yang 

dipengaruhi oleh prinsip-prinsip neoliberalisme. Neoliberalisme 

adalah pandangan ekonomi yang menekankan pada pasar bebas, 

deregulasi, privatisasi, dan pembatasan peran pemerintah dalam 

ekonomi. Dalam konteks utang negara, terdapat beberapa 

masalah yang muncul terkait dengan pengaruh neoliberalisme 

global: 
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1. Ketergantungan pada Institusi Keuangan Internasional 

Pemerintahan yang menerapkan kebijakan neoliberal 

sering kali bergantung pada pinjaman dari institusi keuangan 

internasional seperti IMF, Bank Dunia, atau Bank 

Pembangunan Asia. Pinjaman ini seringkali disertai dengan 

kondisi-kondisi yang mengikat, seperti kebijakan struktural 

yang menuntut deregulasi pasar, pemotongan anggaran publik, 

dan privatisasi aset publik. 

 

2. Pembangunan Infrastruktur yang Kurang Berkelanjutan 

Sebagian besar pinjaman luar negeri digunakan untuk 

mendanai proyek-proyek infrastruktur yang diharapkan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, terkadang proyek-

proyek ini tidak memperhitungkan secara memadai dampak 

lingkungan dan sosialnya, serta seringkali tidak menghasilkan 

manfaat ekonomi yang diharapkan. Hal ini dapat meng-

akibatkan beban utang yang semakin besar tanpa adanya 

peningkatan signifikan dalam pembangunan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

3. Risiko Ketergantungan Valuta Asing 

Utang luar negeri seringkali dinyatakan dalam mata 

uang asing, seperti dolar AS atau euro. Hal ini menimbulkan 

risiko terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang, yang dapat 

meningkatkan beban utang bagi pemerintah dan berpotensi 

memicu krisis keuangan jika nilai tukar mata uang negara 

mengalami penurunan tajam (Wibowo, 2022). 

 

4. Kesenjangan Sosial dan Ketimpangan Ekonomi 

Implementasi kebijakan neoliberal sering dikritik karena 

dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ketimpangan 

ekonomi. Penekanan pada pasar bebas dan privatisasi dapat 

mengabaikan kebutuhan masyarakat yang rentan, serta 

memperkuat dominasi sektor ekonomi yang dikuasai oleh 

kelompok-kelompok kaya dan korporasi besar. 
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Kritik terhadap utang negara dan kebijakan neoliberalisme 

menekankan pentingnya mengembangkan strategi pembangunan 

yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada keadilan 

sosial. Ini mencakup peningkatan transparansi dalam manajemen 

utang, pengembangan proyek-proyek yang berkelanjutan secara 

ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memperkuat regulasi dan 

perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dalam konteks 

globalisasi ekonomi.  

 

E. Solusi Mengatasi Utang 

Mengatasi utang luar negeri memang menjadi perhatian utama 

bagi banyak negara, dan terdapat beberapa solusi yang dapat 

diimplementasikan untuk mengelola utang tersebut. Berikut 

adalah beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan: 

1. Restrukturisasi Utang dengan Debt Swap 

Salah satu solusi sederhana adalah dengan meng-

optimalkan restrukturisasi utang, khususnya melalui skema 

debt swap. Dalam debt swap, sebagian utang luar negeri 

dikonversi menjadi proyek-proyek pembangunan yang 

berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan 

lingkungan, atau sektor-sektor kunci lainnya. Ini tidak hanya 

mengurangi beban utang negara, tetapi juga memberikan 

manfaat langsung kepada masyarakat dan lingkungan. 

 

2. Pemotongan Utang atau Pembebasan Utang 

Upaya untuk meminta pemotongan utang atau 

pembebasan utang juga merupakan langkah penting dalam 

mengatasi utang luar negeri. Negosiasi dengan kreditur 

internasional, seperti lembaga keuangan internasional atau 

negara-negara kreditur, dapat dilakukan dengan memberikan 

alasan logis yang didukung oleh fakta-fakta yang kuat. 

Pemotongan utang atau pembebasan utang dapat memberikan 

kelonggaran finansial yang signifikan bagi negara yang terlilit 

utang. 
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3. Diversifikasi Sumber Pendanaan 

Salah satu langkah preventif untuk mengurangi risiko 

utang adalah dengan mendiversifikasi sumber pendanaan 

negara. Selain mengandalkan utang luar negeri, pemerintah 

dapat mencari sumber-sumber pendanaan alternatif, seperti 

investasi langsung asing, pendapatan pajak domestik yang 

lebih tinggi, atau pengembangan sektor ekspor yang lebih kuat. 

 

4. Pengelolaan Utang yang Bijaksana 

Penting untuk melakukan pengelolaan utang yang 

bijaksana dan transparan. Pemerintah harus memastikan 

bahwa utang digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang 

produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi 

perekonomian dan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan 

pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan 

proyek-proyek yang didanai oleh utang. 

 

5. Peningkatan Pendapatan dan Efisiensi Pengeluaran 

Pemerintah juga perlu meningkatkan pendapatan negara 

dan efisiensi pengeluaran untuk mengurangi kebergantungan 

pada utang. Ini dapat dilakukan melalui reformasi pajak yang 

lebih adil dan efisien, pemberantasan korupsi, pengendalian 

pengeluaran yang tidak produktif, dan promosi pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif. 

 

F. Beban Utang Negara 

Beban dari utang negara dapat menjadi masalah serius dalam 

pengelolaan keuangan suatu negara. Dua jenis utang yang 

umumnya menjadi beban bagi pemerintah adalah utang luar 

negeri dan utang dalam negeri. Berikut adalah beberapa masalah 

yang terkait dengan pengelolaan utang negara: 

1. Utang Luar Negeri 

Utang luar negeri merupakan utang yang diperoleh dari 

lembaga keuangan internasional, negara lain, atau investor 

asing. Beberapa masalah yang terkait dengan utang luar negeri 

antara lain: 
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a. Risiko Valuta Asing 

Utang luar negeri seringkali dinyatakan dalam mata 

uang asing, sehingga fluktuasi nilai tukar mata uang dapat 

meningkatkan beban utang dalam mata uang lokal. 

 

b. Ketergantungan Eksternal 

Ketergantungan pada utang luar negeri dapat 

mengakibatkan negara menjadi rentan terhadap perubahan 

kondisi pasar global, termasuk suku bunga dan likuiditas 

pasar. 

 

c. Kemampuan Membayar Pinjaman 

Pemerintah harus mampu membayar kembali utang 

luar negeri sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah 

ditentukan. Kemampuan ini bergantung pada pendapatan 

negara, cadangan devisa, dan kebijakan moneter yang tepat. 
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BAB 8  
Kebijakan Keuangan Negara 

 

 

 

 

A. Keuangan Negara 

Keuangan negara merujuk pada semua aspek yang terkait dengan 

pengelolaan keuangan suatu negara, termasuk pendapatan, 

pengeluaran, serta pengelolaan aset dan utang negara. Ini 

mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, 

pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan fiskal dan moneter oleh 

pemerintah untuk mengatur sumber daya keuangan negara guna 

mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian, keuangan negara menjadi landasan 

bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan 

yang memengaruhi perekonomian suatu negara. Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menguraikan 

bahwa pendekatan dalam merumuskan keuangan negara meliputi 

sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. 

1. Sisi Subyek 

Keuangan negara melibatkan seluruh subyek yang 

memiliki atau menguasai obyek keuangan negara. Ini 

mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan 

negara/daerah, serta badan lain yang terkait dengan keuangan 

negara. 
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2. Sisi Proses 

Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan 

yang terkait dengan pengelolaan obyek keuangan negara. Ini 

dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan 

keputusan hingga pertanggungjawaban atas penggunaan dana. 

 

3. Sisi Tujuan 

Keuangan negara mencakup semua kebijakan, kegiatan, 

dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan 

pengelolaan obyek keuangan negara dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan negara. Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Sektor Publik 

memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan 

negara (Adrian Sutedi, 2022). 

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

angka 1, meliputi:  

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 

mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. 

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan 

umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak 

ketiga. 

c. Penerimaan negara.  

d. Pengeluaran negara. 

e. Penerimaan daerah. 

f. Pengeluaran daerah. 

g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri 

atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang 

Negara, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, 

termasuk kekayaan yang dipisahkan paa perusahaan 

Negara/perusahaan daerah. 

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau 

kepentingan umum. 

i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan 

fasilitas yang diberikan pemerintah. 
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B. Kebijakan Keuangan Negara 

Kebijakan keuangan negara mengacu pada serangkaian 

keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk 

mengelola aspek keuangan suatu negara. Hal ini mencakup 

berbagai strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan 

pendapatan, pengeluaran, serta pengelolaan aset dan utang 

negara. Secara umum, kebijakan keuangan negara bertujuan 

untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial tertentu, 

seperti stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan, dan distribusi pendapatan yang adil. Konsep dasar 

kebijakan keuangan negara melibatkan penentuan sumber daya 

keuangan, alokasi dana yang efisien, dan pengelolaan risiko 

keuangan (Reininda et al., 2022).  

Ruang lingkup kebijakan keuangan negara mencakup 

berbagai aspek, mulai dari perumusan kebijakan fiskal dan 

moneter, hingga pengawasan terhadap pengelolaan keuangan 

publik serta pengelolaan utang negara. Dengan demikian, 

kebijakan keuangan negara merupakan instrumen penting dalam 

menyelenggarakan pemerintahan dan mencapai tujuan 

pembangunan suatu negara. 

Tujuan kebijakan keuangan negara adalah sasaran-sasaran 

yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui pengelolaan keuangan 

negara. Secara umum, tujuan utama kebijakan keuangan negara 

adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, mempromosikan 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memastikan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Stabilitas ekonomi 

diupayakan dengan mengendalikan inflasi, menjaga keseim-

bangan pembayaran, serta mengurangi volatilitas ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diwujudkan melalui 

peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan 

peningkatan produktivitas. Adapun kesejahteraan sosial 

diperjuangkan dengan cara memastikan akses terhadap layanan 

publik yang berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, dan 

infrastruktur. 

Selain tujuan utama tersebut, terdapat pula tujuan-tujuan 

spesifik yang ingin dicapai melalui kebijakan keuangan negara. 
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Contohnya termasuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara 

kelompok masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan 

kesehatan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan dan 

ketimpangan sosial-ekonomi. Tujuan lainnya mungkin mencakup 

penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur yang 

berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup, serta memperkuat 

daya saing ekonomi nasional di tingkat global. 

Melalui berbagai tujuan tersebut, kebijakan keuangan 

negara diharapkan dapat mengarahkan penggunaan sumber daya 

keuangan secara efisien dan efektif, sehingga mampu 

memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejah-

teraan masyarakat secara keseluruhan. 

 

C. Instrumen Kebijakan Keuangan Negara 

Instrumen kebijakan keuangan negara merujuk kepada berbagai 

alat atau mekanisme yang digunakan pemerintah untuk mencapai 

tujuan-tujuan keuangan tertentu. Instrumen ini meliputi beragam 

kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi yang digunakan untuk 

mengelola pendapatan, pengeluaran, serta alokasi sumber daya 

keuangan negara (Amtiran & Molidya, 2020). 

Salah satu instrumen utama adalah kebijakan pajak, yang 

melibatkan penetapan tarif pajak untuk berbagai jenis 

pendapatan, barang, dan jasa. Pajak digunakan sebagai sumber 

utama pendapatan negara dan dapat digunakan untuk mengatur 

distribusi pendapatan, merangsang investasi, atau mengendalikan 

konsumsi tertentu. 

Selain pajak, subsidi juga merupakan instrumen penting 

dalam kebijakan keuangan negara. Subsidi dapat diberikan dalam 

berbagai bentuk, seperti subsidi bahan bakar, subsidi harga, atau 

subsidi untuk industri tertentu. Subsidi digunakan untuk 

mendukung sektor-sektor tertentu dalam perekonomian, 

meningkatkan daya saing, atau memberikan perlindungan kepada 

konsumen. 

Regulasi fiskal lainnya mencakup berbagai kebijakan yang 

mengatur pengeluaran pemerintah, termasuk pembentukan 

anggaran, alokasi dana untuk berbagai program dan proyek, serta 



Kebijakan Keuangan Negara  | 87 

pengelolaan utang negara. Regulasi ini juga mencakup kebijakan 

yang mengatur sektor keuangan, termasuk perbankan dan pasar 

modal (Heliany, 2021). 

Contoh penerapan instrumen kebijakan dalam keuangan 

negara meliputi penyesuaian tarif pajak untuk meningkatkan 

pendapatan negara, pemberian subsidi kepada petani untuk 

meningkatkan produksi pangan, dan pembentukan anggaran 

belanja untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, 

dan transportasi umum. 

 

D. Proses Pembuatan Kebijakan Keuangan Negara 

Proses pembuatan kebijakan keuangan negara melibatkan 

beberapa tahapan yang penting, dimulai dari perumusan hingga 

evaluasi. Tahapan-tahapan ini mencakup: 

1. Perumusan Kebijakan 

Perumusan kebijakan menjadi langkah awal yang krusial 

dalam proses pembuatan kebijakan keuangan negara. Pada 

tahap ini, pemerintah serta lembaga terkait melakukan 

evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor ekonomi, sosial, 

dan politik untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada 

serta merumuskan solusi-solusi yang tepat. Pendekatan yang 

cermat dalam tahap perumusan ini memungkinkan untuk 

merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan 

tantangan yang dihadapi oleh negara. Dengan demikian, tahap 

perumusan kebijakan memiliki peran sentral dalam 

menetapkan dasar bagi pembuatan kebijakan keuangan negara 

yang efektif dan berkelanjutan. 

 

2. Penyusunan Rancangan Kebijakan 

Setelah tahap perumusan, langkah berikutnya dalam 

proses pembuatan kebijakan keuangan negara adalah 

penyusunan rancangan kebijakan. Pada tahap ini, rancangan 

kebijakan keuangan negara disusun dengan menguraikan 

secara rinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk 

mengatasi masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Ini 

mencakup alokasi dana yang tepat, pemilihan instrumen 
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kebijakan yang sesuai, serta penentuan sasaran yang ingin 

dicapai melalui implementasi kebijakan tersebut. Dengan 

menyusun rancangan kebijakan secara teliti, diharapkan 

bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lebih 

efektif dan efisien, serta mampu memberikan dampak positif 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

3. Pengambilan Keputusan 

Pada tahap pengambilan keputusan, rancangan kebijak-

an keuangan negara dievaluasi dan disetujui oleh lembaga-

lembaga pemerintahan yang berwenang, seperti kabinet atau 

lembaga legislatif, sebelum diimplementasikan. Proses ini 

melibatkan diskusi intensif, negosiasi, dan kadang-kadang 

kompromi antara berbagai pemangku kepentingan, baik di 

tingkat eksekutif maupun legislatif. Tujuan dari tahap ini 

adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diusulkan 

telah dipertimbangkan dengan cermat, bahwa berbagai sudut 

pandang telah dipertimbangkan, dan bahwa kebijakan 

tersebut memiliki dukungan yang kuat dari pihak-pihak yang 

terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan 

demikian, pengambilan keputusan ini menjadi langkah kunci 

dalam menentukan arah dan implementasi kebijakan 

keuangan negara. 

 

4. Implementasi Kebijakan 

Setelah mendapatkan persetujuan, kebijakan keuangan 

negara kemudian diimplementasikan oleh berbagai instansi 

pemerintah yang terlibat dalam proses tersebut. Tahap 

implementasi ini melibatkan pengalokasian sumber daya yang 

diperlukan, pelaksanaan program-program yang telah 

dirancang, serta penerapan instrumen kebijakan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Proses ini memerlukan kerjasama 

antarinstansi pemerintah dan keterlibatan aktif dari berbagai 

pelaku yang terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Tujuan dari tahap implementasi ini adalah untuk mewujudkan 

kebijakan keuangan negara menjadi tindakan konkret yang 
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dapat memberikan dampak nyata dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, implementasi 

kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan 

keuangan negara yang mengarah pada perubahan sosial dan 

ekonomi yang diinginkan. 

 

5. Evaluasi dan Pengawasan 

Tahap evaluasi dan pengawasan merupakan bagian 

penting dari proses kebijakan keuangan negara. Evaluasi 

dilakukan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan, termasuk 

apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dan 

untuk menilai dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi 

secara keseluruhan. Sementara itu, proses pengawasan 

bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan 

yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi perubahan yang 

mungkin diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Kedua tahap ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan 

perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan agar kebijakan 

keuangan negara dapat mencapai hasil yang diinginkan dan 

memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan 

ekonomi secara keseluruhan. 

Beberapa faktor yang memengaruhi proses pembuatan 

kebijakan keuangan negara meliputi: 

a. Kondisi ekonomi dan politik saat itu, termasuk perubahan 

dalam kebijakan global. 

b. Tekanan dari masyarakat, kelompok-kelompok 

kepentingan, dan lembaga-lembaga ekonomi. 

c. Ketersediaan data dan analisis yang relevan untuk 

mendukung perumusan kebijakan. 

d. Konsistensi dengan hukum dan regulasi yang ada. 

e. Ketersediaan sumber daya manusia dan keuangan untuk 

melaksanakan kebijakan. 

 

Dengan memperhatikan tahapan-tahapan tersebut dan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi, proses 

pembuatan kebijakan keuangan negara dapat berjalan dengan 
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lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan 

kebijakan yang lebih baik dan berdampak positif bagi 

masyarakat. 

 

E. Peran Berbagai Pihak dalam Kebijakan 

Peran berbagai pihak dalam kebijakan keuangan negara adalah 

penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan dari 

proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan 

tersebut. Peran utama yang dimainkan oleh berbagai pihak 

meliputi: 

1. Pemerintah Pusat dan Daerah 

Pemerintah pusat bertanggung jawab atas perumusan 

kebijakan keuangan negara secara keseluruhan, termasuk 

penetapan kebijakan fiskal, alokasi anggaran, dan pengelolaan 

utang negara. Pemerintah daerah memiliki peran dalam 

menyesuaikan kebijakan keuangan nasional dengan kebutuhan 

dan kondisi lokal. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan 

anggaran daerah, termasuk alokasi dana untuk pembangunan 

dan pelayanan publik di tingkat lokal (Rohman & Wulan, 

2022). 

 

2. Lembaga Keuangan dan Ekonomi Lainnya 

Bank Sentral memiliki peran kunci dalam mengatur 

kebijakan moneter dan mengawasi stabilitas sistem keuangan 

negara. Mereka bertanggung jawab atas pengendalian inflasi, 

pengaturan suku bunga, serta menjaga stabilitas nilai mata 

uang. Lembaga keuangan lainnya, seperti Kementerian 

Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), juga ikut berperan 

dalam pengelolaan keuangan negara, seperti pemungutan 

pajak, pengelolaan utang, dan pengawasan penggunaan 

anggaran publik. Organisasi internasional seperti Dana 

Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia juga bisa 

memberikan dukungan teknis dan keuangan bagi kebijakan 

keuangan negara. 
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3. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat penting dalam memastikan 

bahwa kebijakan keuangan negara mencerminkan kebutuhan 

dan aspirasi dari berbagai segmen masyarakat. Masyarakat 

bisa memberikan masukan, umpan balik, serta melakukan 

pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Organisasi 

masyarakat sipil, kelompok advokasi, dan lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) juga berperan dalam memperjuangkan 

kepentingan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan 

keuangan negara. 

Dengan keterlibatan dan kerja sama yang baik dari 

berbagai pihak tersebut, diharapkan kebijakan keuangan 

negara dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara 

efektif, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara lebih baik. 

 

F. Evaluasi Kebijakan Keuangan Negara 

Untuk mengevaluasi kebijakan keuangan negara di Indonesia, 

berikut adalah beberapa langkah dan metode yang dapat 

digunakan: 

1. Analisis Kinerja Keuangan 

Evaluasi kinerja keuangan negara dapat dilakukan 

dengan menganalisis pendapatan dan pengeluaran pemerintah 

serta posisi keuangan negara secara keseluruhan. Melakukan 

perbandingan antara target dan realisasi pendapatan serta 

pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). 

 

2. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana Publik 

Mengukur seberapa efisien dan efektif penggunaan dana 

publik dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Membandingkan output dan outcome dari program-program 

yang didanai oleh APBN dengan sasaran yang telah ditetapkan. 
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3. Analisis Kebijakan Fiskal 

Mengevaluasi dampak kebijakan fiskal terhadap 

pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas keuangan negara. 

Mengukur efektivitas kebijakan pajak, subsidi, dan insentif 

fiskal lainnya dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial. 

 

4. Analisis Hutang Publik 

 Menilai keberlanjutan utang publik dan kemampuan 

pemerintah untuk membayar bunga dan pokok utang. 

Menganalisis struktur utang, tingkat bunga, dan profil jatuh 

tempo utang negara. 

 

5. Survei dan Penelitian Opini Publik 

Melakukan survei dan penelitian untuk mendapatkan 

umpan balik dari masyarakat tentang kebijakan keuangan 

negara. Menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

pengelolaan keuangan negara dan persepsi terhadap kinerja 

pemerintah dalam hal ini. 

 

6. Pengawasan dan Akuntabilitas 

Memastikan adanya mekanisme pengawasan yang 

efektif, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR). Memeriksa laporan keuangan pemerintah secara 

berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan negara (Sianipar & Ardini, 2023). 

 

7. Evaluasi terhadap Kebijakan dan Program Spesifik 

Melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan 

program spesifik yang telah diimplementasikan, termasuk 

program pembangunan infrastruktur, subsidi, dan program 

kesejahteraan sosial. Mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, 

dan dampak dari setiap kebijakan atau program tersebut. 
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G. Tantangan dalam Kebijakan Keuangan Negara 

Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan isu-isu dalam 

merancang dan melaksanakan kebijakan keuangan negara. 

Beberapa di antaranya adalah: 

1. Keterbatasan Sumber Daya 

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan keuangan 

negara adalah keterbatasan sumber daya keuangan yang 

tersedia. Keterbatasan ini menghambat kemampuan 

pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan 

yang direncanakan. Dengan keterbatasan ini, pemerintah 

harus melakukan alokasi dana secara bijaksana dan strategis 

untuk memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang paling 

mendesak serta memberikan dampak yang signifikan bagi 

masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya 

keuangan dengan efisien dan efektif menjadi kunci dalam 

menghadapi keterbatasan ini dan memastikan pemanfaatan 

sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan 

pembangunan yang telah ditetapkan (Undang-Undang 

Indonesia, 2020). 

 

2. Pendapatan dan Pengeluaran yang Tidak Seimbang 

Kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran 

pemerintah menjadi masalah serius. Meskipun upaya telah 

dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, terutama dari 

sektor pajak, namun masih ada kesenjangan yang signifikan 

antara pendapatan dan pengeluaran, yang mengakibatkan 

defisit anggaran yang terus meningkat. 

 

3. Hutang Publik 

Masalah hutang publik menjadi perhatian penting. 

Meskipun sebagian besar hutang digunakan untuk 

pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi, 

namun masih ada risiko terkait keberlanjutan utang dan 

kemampuan untuk membayar kembali utang. 
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4. Subsidi 

Subsidi energi dan barang-barang pokok menjadi beban 

besar bagi anggaran negara. Isu subsidi sering kali berkaitan 

dengan efisiensi penggunaan anggaran publik serta keadilan 

sosial, di mana subsidi harus diarahkan kepada mereka yang 

membutuhkannya. 

 

5. Ketimpangan Ekonomi 

Ketimpangan ekonomi antara wilayah dan kelompok 

masyarakat menjadi isu penting. Pembangunan infrastruktur 

dan distribusi dana publik harus diseimbangkan agar tidak 

semakin memperdalam ketimpangan ekonomi. 

 

6. Transparansi dan Akuntabilitas 

Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam penge-

lolaan keuangan negara menjadi perhatian. Perlunya 

memastikan bahwa dana publik dialokasikan secara 

transparan, efisien, dan efektif, serta dipertanggungjawabkan 

dengan baik kepada masyarakat. 

 

7. Pola Konsumsi dan Investasi 

Perubahan pola konsumsi dan investasi di tengah 

dinamika ekonomi global juga menjadi tantangan. Pemerintah 

perlu menghadapi tantangan ini dengan meningkatkan daya 

saing ekonomi, mengoptimalkan investasi, dan mengurangi 

ketergantungan pada impor. 

 

8. Ketahanan Ekonomi dan Keuangan Global 

Tantangan dari ekonomi global, seperti fluktuasi harga 

komoditas dan kondisi ekonomi global yang tidak pasti, juga 

mempengaruhi kebijakan keuangan negara. Indonesia perlu 

memperkuat ketahanan ekonomi dan keuangan dalam 

menghadapi dinamika ekonomi global yang tidak stabil. Pada 

saat covid-19 Indonesia mengeluarkan tentang kebijakan 

keuangan untuk mengatasi stabilitas sistem keuangan 

indonesia. Dimana pada saat itu keuangan global banyak resesi 
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dikarenakan covid-19. Ketahanan ekonomi harus direspon 

cepat oleh pemerintah agar bisa segera mengatasi berbagai 

masalah yang tidak menentu (Undang-Undang Indonesia, 

2020). 

 

Dengan mengatasi berbagai tantangan ini dan mengelola 

isu-isu kontemporer dengan bijaksana, pemerintah Indonesia 

dapat merancang kebijakan keuangan negara yang lebih efektif 

dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan kesejahteraan masyarakat. 
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Kesimpulan 
 

 

Menjaga stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, 

dan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan keuangan sektor 

publik memainkan peran yang sangat penting. Artikel ini telah 

mengulas tentang pentingnya pengelolaan APBN dan peran Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memastikan transparansi, 

akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam 

pengelolaan keuangan sektor publik. Dalam konteks pengelolaan 

APBN, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap 

peraturan adalah prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi. 

Transparansi dalam pengelolaan dana publik memungkinkan 

masyarakat untuk memantau penggunaan dana tersebut, 

sementara akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah 

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangannya. Selain itu, 

kepatuhan terhadap peraturan membantu menjamin bahwa 

pengelolaan APBN dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan 

yang berlaku. 

Dalam menjaga prinsip-prinsip tersebut, peran BPK 

menjadi sangat penting. BPK bertugas untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap pengelolaan APBN secara independen, 

memberikan rekomendasi perbaikan, dan menyampaikan hasil 

pemeriksaan kepada publik. Dengan demikian, BPK tidak hanya 

berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendorong 

perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan sektor 

publik. Kolaborasi antara BPK, pemerintah, dan masyarakat 

dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan sektor publik 

menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang 

berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 
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Dengan menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan 

terhadap peraturan dalam pengelolaan APBN, diharapkan bahwa 

pengelolaan keuangan sektor publik dapat menjadi lebih efisien, 

efektif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. 
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